
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

1959 ten tangMengingat : 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana cUmaksud
dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur ten tang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit Khusus Gigi dan MuJut Provinsi Sumatera
Selatan;

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan
bidang pernerintahan yang wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi, hal ini berarti bahwa Pernerintah
Provinsi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pembangunan eli bidang kesehatan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat eliwilayahnya;

b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan
yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki
peran yang strategis dalam mernpercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, oleh karena itu Rumah Sakit elituntut
untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar
yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat;
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Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMALRUMAHSAKITKHUSUS GIG! DAN MULUTPROVINS!
SUMATERASELATAN.

MEMUTUSKAN:

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kaJi diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
RepubJik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Neg~ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ISO,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspcktorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008
Nomor 3 Seri 0) sebagaimana telah beberapa kali dubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);
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Dalam Peraturan Gubemur iniyang dimaksud dengan :
1.Provinsiadalah ProvinsiSumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adaJah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
3. Peiayanan Rumah Sakit adaJah peJayanan yang diberikan
oleh Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut kepada
masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan
keperawatan, pelayanan penunjang rnedik, dan pelayanan
administrasi manajemen.

4. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

5. Rumah Sahlt Khusus Oigi dan Mulut adalah Rumah Sakit
Khusus Gigidan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.

6. Jenis Pelayanan adaJah jenis-jenis pelayanan yang diberikan
oleh Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut kepada
masyarakat.

7. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk
pada tingkat kesempumaan pelayanan kesehatan, yang
dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai
dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak
Jainnyayang penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan
kode etik profesiyang telah ditetapkan.

8. Dimensi Mutu adaJah suatu pandangan dalam menentukan
penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari
akses, efektivitas, eflsiensi, keselamatan dan keamanan,
kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis
dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO.

9. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai
oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam
bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

10. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan
untuk mengevaJuasi keadaan atau status dan
memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan
yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi
secara kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk
mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target
atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

11.Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan
dengan sesuatu yang harus dicapai.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasall
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BABIII
JENIS PELAYANAN,INDlKATOR,STANDAR(NILAI),

BATASWAKTUPENCAPAIANDAN
URAIANSTANDARPELAYANANMINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal3

(1) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut mempunyai tugas
melaksanakan upaya penanggulangan penyakit gigi dan
mulut secara menyeluruh dengan berorientasi pada
masyarakat dengan kelayakan kemampuan ekonominya
melalui upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan
(rehabilitatil) yang dilaksanakan secara terpadu dengan
upaya pencegahan (preventif), promotif serta upaya rujukan.

untuk meningkatkan
kesehatan kepada

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan
pe\ayanan kesehatan.

(2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan
dan menjamin mutu pelayanan
masyarakat.

untuk panduan
Mulut dalam

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

(1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan
bagi Rumah Sakit Khusus Gigi dan

12.Definisi OperasionaI adaIah uraian yang dimaksudkan untuk
menjelaskan pengertian dari indikator.

13.Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan
data dari sumber data untuk tiap indikator.

14. Periode AnaIisis adaIah rentang waktu pelaksanaan kajian
terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.

15. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai
pembilang dalam rumus indikator kinerja.

16. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi
dalam rumus indikator kinerja.

17.Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang
diharapkan bisa dicapai.

18. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan
yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan
langsung dengan persoalan.
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Uraian indikator per jenis pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum daJam
Lampiran Hyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubemur ini.r

8agian Ketiga
Uraian Indikator per Jenis Pelayanan

Pasal5

Gubernur ini.
(2)Rencana pencapaian standar pelayanan minimal Rumah

Sakit Khusus Gigi dan Mulut per tahun ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

tercantum dalam Lampiran I yang
tidak terpisahkan dari Peraturan

adalah sebagaimana
merupakan bagian

(1).Jenis peJayanan, indikator, standar, pencapaian awaJ dan
rencana pencapaian pertahun dari setiap jenis pelaya.nan

(2) Jenis pelayanan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
meliputi:
a.. pelayanan gawat darurat;
b. pelayanan rawatjalan;
c. peJayanan rawat inap;
d. pelayanan bedah sentral;
e. pelayanan radiologi;
f. pelayanan patologi klinik;
g. pelayanan farmasi;
h. pelayanan gizi;
I. pelayanan transfusi darah;
J. pelayanan pasien keluarga miskin;
k. pelayanan rekam medik;
I. pengelolaan limbah;
m. pelayanan adrninistrasi dan manajemen;
n. pelayanan ambulans dan mobiljenazah;
1. pelayanan CSSD (Central Sterilization Supply

Department) dan Laundry;
o. pemeliharaan sarana rumah sakit;
p. pencegahan dan pengendalian infeksi; dan
q. pelayanan keamanan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar dan Pencapaian

Pasal4
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Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal8
(1) Pengawasan operasionai dilakukan oleh Pengawas Internal.
(2) Pengawas lnternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan Jangsung di bawah Direktur atau Pimpinan
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

(1) Pernbinaan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulur dilakukan
oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,

(2) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Iasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis,
bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan
teknis lainnya yang mencakup :
a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan

untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan

Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal;

c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan
Minimal; dan

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan
Minimal.

BABV
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 7

BABN
PELAKSANAAN

Pasal6

(1) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut melaksanakan
pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

(2) Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Khusus Gigi dan
Mulut menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta
upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan
tahunan rumah sakit berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal.

(3) Setiap pelaksana pelayanan, menyelenggarakan pelayanan
yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal.
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PROVINSI~r:RA SELATAN.

H. MUKTISULAIMAN

BERITADAERAHPROVINSJSUMATERASELATAN
TAHUN2014 NOMOR.._"~ .

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ZQ, o~~~ 2014

SEKRETARISDAERAH

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Okbcbez-

Peraturan Gubemur 101 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan peng­
undangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Sumatera Selatan.

BABVI

KETENTUANPENUTUP
Pasal 11

Pasal 10
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rumah Sakit Khusus
Gigi dan Mulut dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal9
(1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8

ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Rumah Sakit
Khusus Gigi dan Mulut menciptakan dan meningkatkan
pengendalian internal.

(2) Fungsi pengendalian internal sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya
prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal.
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